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@ I KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah yang telah memberikan
banyak nikmat dan kesempatan, kami kerabat kerjaPengadilan Agama Fakfak dapat
menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan baik. Penyusunan
laporan ini berpedoman kepada Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas No.
5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/ Lembaga ( RENSTRA K/L) 2021-2025, dan perubahan paradigma
tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance
) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem
akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen
utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Pengadilan
Agama Fakfak sebagai bagian dari Mahkamah Agung Republikindonesia telah
melaksanakan Kebijakan Mahkamah Agung secara garis besar yangmendukung
penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangkapencapaian sasaran
penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan

Hak Asasi Manusia.

Perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan
akuntabilitas di lingkungan Pengadilan Agama Fakfak akan menjadi modal utama
peningkatan kinerja. Disamping itu, kerja keras seluruh pegawai Pengadilan Agama
Fakfak serta dukungan lintas sektor, instansi terkait lainnya, seluruh pemangku
kepentingan akan menjadikan sinergi pencapaian target pada tahun
berikutnya.Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami

harapkanuntuk peningkatan kinerja Pengadilan Agama Fakfak dalam rangka

mendukung mewuj udkan Vi si dar i Ma h k a ma h

Peradilan I ndonesia Yang Agungo.
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Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan
memenuhi harapan segenap stakeholder serta dapat dimanfaatkan sebagai cermin dan
media evaluasi kinerja organisasi selama satu tahun, semoga dapat mendorong
peningkatan kinerja Pengadilan Agama Fakfak di masa yang akan datang, Insya Allah.

Wassalamu alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

7 ~Fakfak, 3 Januari 2021
o Ketua,

““Abdul Rahman, S.H.1.,M.H.
# _7Nip.19770530 200704 1 001



Pengadilan Agama Fakfak adalah sebuah entitas yang wajib menyampaikan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) setiap tahun. Laporan ini mengambarkan
kinerja Pengadilan Agama Fakfak selama satu tahun dari Januari sampai dengan
Desember 2021. Pengadilan Agama Fakfak memiliki TUPOKSI sesuai dalam undang-
undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka wewenang Pengadilan Agama Fakfak
adalah menerima, memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan
kepada Pengadilan Agama Fakfak khususnya perkara perdata bagi orang-orang yang

beragama islam.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2021 pada Pengadilan Agama
Fakfak telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Oleh Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan Dirjen Badan Peradilan Agama. Pencapaian yang
diperoleh telah melalui analisa SWOT . namun secara umum dapat disimpulkan bahwa
dalam realisasinya masih terdapat sasaran strategis yang pencapaiannya melebihi

target maupun sasaran yang perlu di perbaiki dan ditingkatkan untuk tahun mendatang.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel
Indikator Target Realisasi Capaian
Kinerja
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% 100% 100%

c. Persentase penurunan sisa perkara 80% 8 10%




Sasaran Strategis |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum :

{ Banding 80% 100% 100%

1 Kasasi 95% 0% 0%

1 PK 100% 100% 100%
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan 60% 95% 95%

peradilan

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis | 98.75%

Sasaran Strategis Il

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak 100% 100% 100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi 23% 2% 9%
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi 100% 100% 100%

dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat 0% 0% 1%
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah
putus (one day publish)

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis |l

Sasaran Strategis Il

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

100% 100% 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan 100% 100% 100%




Sasaran Strategis Il

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian

c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum 100% 100% 100%

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat 100% 100% 100%
layanan bantuan hukum (Posbakum)

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Il

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi | Capaian

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV 2%
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 adalah
salah satu kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Fakfak setiap tahun dan
merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian tupoksi yang
telah dilaksanakan selama satu tahun.

Pengadilan Agama Fakfak merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sesuai
undang-undang nomor 4 tahun 2004 jo undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman dan undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah
Agung RI. Pengadilan Agama Fakfak sendiri terbentuk berdasarkan surat keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia nomor 95 dan 96 Tahun 1982 tentang
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Irian Jaya dan Sembilan Pengadilan
Agama dalam wilayah hukumnya serta disusul dengan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia nomor 303 tahun 1990 tentang organisasi dan tatalaksana
kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kemudian di era
reformasi ini Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Agama Fakfak memiliki wilayah yuridiksi meliputi 17 (tujuh belas)
Distrik, 7 kelurahan dan 142 kampung jumlah penduduknya mencapai 84.692 jiwa
dengan luas wilayah 14.320,00 km2. Wilayah vyuridiksi tersebut meliputi



No

10
11
12

13
14
15
16
17

Kecamatan

Fakfak

Fak-Fak Tengah
Fak-Fak Timur
Karas
Bomberay
Kokas
Kramongmongga
Teluk Patipi
Fak-fak Barat
Pariwari
Wartutin

Fakfak Timur
Tengah
Arguni

Mbahamdndara
Kayuni
Furwagi

Tomage

Luas Wilayah
(km2)
233

705
1.020
2.491
1.023

788

746

786

679

587
1.006

701

334
664
732
938
887

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan terutama yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama
yang berpuncak pada Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Negara

Tertinggi Pengadilan Agama Fakfak adalah salah satu pelaksana

3

Jumlah Penduduk (jiwa)

26.035
15.233
1.371
3.707
2.069
4.545
2.319
4.066
3.633
29.838
2.389
2.796

1.297
1.144
1.846
1.876
2121



kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan yang
bersih, merdeka dari pengaruh kekusaan eksekutif maupun kekuasaan
legislative (pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004
tentang kekusaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentag
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama
. Tugas Pokok Peradilan Agama

Dalam undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka
tugas pokok Pengadilan Agama Fakfak adalah menerima, memeriksa dan
mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepada Pengadilan
Agama Fakfak mengenai perkara perdata bagi orang-orang yang beragama
islam serta yang diberikan oleh dan atau berdasarkan perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Peradilan Agama.Penyelesaian perkara di tingkat pertama
meliputi bidang:
a. Perkawinan;
b. Waris;
Wasiat;
Hibah;
Wakaf;
Zakat;
Infaq;

=~ ® a o

= @

Shadaqgah; dan

Ekonomi syarié a h



3. Fungsi Peradilan Agama Fakfak adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat
pencari keadilan dan melaksanakan teknis yustisial dan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali serta layanan hukum berupa keterangan,
pertimbangan dan nasehat hukum Islam (diluar kasus yang sementara
diproses) kepada Lembaga Pemerintah atau masyarakat yang
membutuhkan.

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur
dilingkungan Pengadilan Agama dan melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap aparatur Pengadilan Agama Fakfak;

d. Melaksanakan penyuluhan hukum dalam wilayah yuridiksi Pengadilan
Agama Fakfak;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan  pertolongan
pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang Yyang
beragama islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana
diatur dalam pasal 107 ayat 2 UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan
agama;

f. Waarmerking akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada
parapencari keadilan, di Pengadilan Agama Fakfak, maka dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standart Operasional Prosedur
(SOP),yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban
kerja sebagai impementasi dari Undang-undang Nomor 25/2009 yang
tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Nomor :
W25-A6/80/HM.00/1/2021, tanggal 6 Januari 2021 tentangPelayanan Publik
yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja

2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap
hasilkerjadarisetiapposisi

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap
posisi untuk mengambil keputusan

4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan
tangung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya

5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi ;

6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan
tangung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan
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sistem-sistem yang dibangun . Kondisi-kondisi tersebut diatas secara
bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat
fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang menjadi salah satutujuan
Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar
Operasional Prosedur tentang

a.

Penerimaan Perkara di Pengadilan TingkatPertama
;Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS ;

Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) ;
Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli ;

Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli, melalui
Kementerian Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi

. Tatacarapersidangan ;

Penyelesaian perkara melalui mediasi ;Penyelesaian perkara oleh
Majelis Hakim ;

Penyampaian Salinan Putusan ;

h. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau AktaCerai

oleh pihak berperkara;
Sisa Panjar Biaya Perkara;

Proses pemberkasan perkara dan minutasi Publikasi putusan
Pengarsipan berkas perkara ;

Sita Jaminan, Sita Eksekusi, Eksekusi Riil dan EksekusiLelang ;

PermohonanBanding

. Permohonan Perkara Kasasi;

Permohonan Perkara Peninjauan Kembali;
PenangananPengaduan Masyarakat

Pelayanan Legalisasi Produk



C. Struktur Organisasi dan Dukungan SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Pengadilan Agama Fakfak mempunyai
struktur organisasi yang mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3
Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama danPeraturan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama.

Struktur  Organisasi  (Susunan) Pengadilan Agama terdiri  dari
Pimpinan,Hakim,Panitera,Sekretaris,danJurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang

Wakil Ketua.

2. Hakim adalah Pejabatyangmelaksanakantugaskekuasaankehakiman.

3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang Panitera

4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh
3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda
Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga
dibantu olehbeberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang
Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris.

6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh seorang
3(orang)Kepala Sub Bagian yaitu Kepala Sub Kepegawaian Organisasi
dan Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan
Kepala Sub Bagian IT dan Pelaporan

Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Fakfak terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua (tidak ada)
3. Hakim

4. Panitera



5. Sekretaris

6. Panitera Muda Hukum

7. Panitera Muda Gugatan

8. Panitera Muda Permohonan (tidak ada)

9. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala (tidak ada)

10. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

11. Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (tidak ada)
12. Panitera Pengganti (tidak ada)

13. Jurusita / Jurusita Pengganti

14. Staf Kesekretariatan

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Fakfak.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA FAKFAK
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D.

Isu Strategis

Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap
orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan
permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukan bukti Surat
Keterangan Tidak Mampu dari Kecamatandan atau bukti lain. Fasilitas pembebasan
biaya perkara di Pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berperkara

di Pengadilan akan ditanggung oleh negara.

Selama tahun 2021 Pengadilan Agama Fakfak mendapatkan alokasi dana
sebesar Rp 70.932.000 dalam DIPA untuk 5 perkara prodeo dan 57 perkara pada
sidang keliling didua lokasi serta bantuan pos pelayanan hukum yang telah
direalisasikan sebanyak Rp 70.929.200.
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BAB Il
PERENCANAAN

DAN PENETAPAN
KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 20211 2024

Sebagai Lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman
dalam wilayah Hukum Kabupaten Fakfak Papua Barat, maka Pengadilan Agama
Fakfak menetapkan visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan situasi dan
kondisi daerah / georafis wilayah hukumnya. Visi Pengadilan Agama Fakfak Adalah
Terwujudnya Pengadilan Agama Fakfak yang Agung. Dengan Misi sebagai
berikut:

1 Meningkatkan kinerja aparat peradilan yang professional, mandiri,efektif,efisien
dan bermartabat serta anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual.

2 Menigkatkan akses dan sistem pelayanan hukum yang transparan kepada
masyarakat dengan berpedoman pada pola Bindalmin, pelayanan informasi baik

melalui petugas meja informasi maupun melalui publikasi dalamwebsite/internet.

3 Meningkatkan kesejahteraan pegawai secara proporsional dalam rangka

peningkatan kinerja.
4. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang modern.

Motto Pengadilan Agama Fakfak adalah it P AL A M Ayahy rBeaniliki kepanjangan

dan makna sebagai berikut :

Profesionalitas dalam bekerja setiap aparatur pengadilan agama fakfak dituntut
untuk berkerja cerdas, cepat dan tuntas memiliki integritas yang mana merupakan

bagian dari professionalitas dalam bekerja;

Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggung jawaban atas hasil yang telah
dilaksanakan oleh setiap aparat pengadilan agama fakfak yang transparan dan dapat

diukur sejauh mana kinerja masing- masing bidang maupun pegawai;

Loyalitas adalah sikap dan perilaku yang diharapkan pada setiap aparatur

pengadilan agama fakfak baik terhadap atasan maupun terhadap institusi/ Lembaga
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Adil adalah prilaku yang di harapkan untuk diterapkan oleh setiap aparat

pengadilan agama fakfak terhadap masyarakat pencari keadilan ataupun oleh

pimpinan terhadap bawahan.

Melayani dengan Ikhlas merupakan wujud dalam memberikan pelayanan bagi

masyarakat luas dan intern pengadilan agama fakfak

Atas dasar visi dan missi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah

mencanangkan

Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 20107 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

a.

b.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang

jelas dan terukur.

Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat
waktu, biaya

ringan, proporsional, dan adil.

Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan

kerja yang aman,nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria
obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan

profesional.
Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.
Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,
dantransparansi.Berbasis teknologi informasi (T1) terpadu untuk
mewujudkan peradilan yang modern.

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 8 (delapan)

program prioritas
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Pembaruan di Lingkungan Peradilan Agama yaitu :

1.

2.

Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.
Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan balik.

Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung

pengadilan.
Pelayanan Publik yang prima.
Implementasi SIADPA Plus sebagai outomasi Pola Bindalmin.

AJusti ce F ordiri dariPerkaraydeg, Sidarg Keliling dan
Pos Bantuan

Hukum (Posbakum).

Pengawasan.
Kedelapan program tersebut harus diaplikasikan dalam pelaksanaan

tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Fakfak

Rencana Strategis Pengadilan Agama Fakfak Tahun 2021-2024 telah mengalami

Reviuw dan itu dapat dilihat dalam Tabel lampiran.

TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan

Agama Fakfak menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2021

adalah sebagai berikut :

1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rencana Kinerja merupakan bagian dari Program kerja dan Renstra sesuai

Tupoksi Pengadilan Agama Fakfak yang telah disusun bersama oleh seluruh

Aparatur Pengadilan Agama Fakfak. Rencana kinerja tahun 2021
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C. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Fakfak menetapkan

sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis

Pengadilan Agama Fakfak

SASARAN
NO INDIKATOR KIINERJA TARGET
STRATEGIS
1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan Akuntabel ; _
b. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
tepat waktu
c. Persentase penurunan sisa 80%
perkara
d. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
1 Banding 180%0
1 Kasasi 1880/2
1 PK
e. Index Responden pencari keadilan yang 100%
puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan yang dikirim 100%
Pengelolaan Penyelesaian kepada para pihak
Perkara b. Persentase Perkara yang diselesaikan 3%
melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang 100%
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan tepat
waktu
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d. Persentase putusan perkara yang 5%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus (one day

publish)
3. Meningkatnya akses peradilan |a. Persentase perkara prodeo yang 100%
bagi masyarakat miskin dan diselesaikan
terpinggirkan b. Persentase perkara yang diselesaikan di 90%
luar gedung pengadilan
c. Persentase perkara permohonan 90%
(volunteer) identitas hukum
d. Persentase pencari keadilan golongan 50%

tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata 100%
terhadap putusan pengadilan yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi ada program prioritas Badilag yang

harus dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Fakfak

PROGRAM PRIORITAS
DITJEN BADILAG MA RI

Optimalisasi e-court dan Optimalisasi Mediasi
Gugatan Mandiri

Inovasi dan Prestasi Implementasi dan Pengembangan 22 inovasi

Optimalisasi Pembangunan ZI

Evaluasi Program

Kepatuhan Pelaksanaan Putusan
Peningkatan Kualitas SOM Pengadilan
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D.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Terwujudnya Proses

a

Tabel : 2
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama FakfakTahun 2021

. Persentase sisa perkara yang

dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

Peradilan yang Pasti, diselesaikan
Transparan dan Akuntabel
b. Persentase perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu
c. Persentase  penurunan  sisa 80%
perkara
d. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
1 Banding 80%
 Kasasi 100%
100%
T PK
e. Index Responden pencari keadilan 100%
yang puas terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian dikirim kepada para pihak
Perkara b. Persentase Perkara yang diselesaikan 3%
melalui Mediasi
c. Persentase berkas perkara yang 100%
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d. Persentase putusan perkara yang 100%
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus (one day

publish)
a .Persentase perkara prodeo yang 100%
diselesaikan
3. Meningkatnya akses peradilan a. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
bagi masyarakat miskin dan di luar gedung pengadilan
terpinggirkan b. Persentase perkara permohonan 90%
(volunteer) identitas hukum
c. Persentase pencari keadilan golongan 90%

tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara perdata yang 50%
terhadap putusan pengadilan ditindaklanjuti (dieksekusi)

D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan ekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja

ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021

NO INDIKATOR TARGET
SASARAN
1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara yang 100%
Peradilan yang Pasti, diselesaikan

Transparan dan Akuntabel

b. Persentase perkara yang 100%
diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa 80%
perkara

e. Persentase Putusan Perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

i Banding 80%
I Kasasi 100%
100%
T PK
e. Index Responden pencari keadilan 100%

yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas a. Persentase salinan putusan yang 100%
Pengelolaan Penyelesaian dikirim kepada para pihak
Perkara b. Persentase Perkara yang diselesaikan 3%

melalui Mediasi
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c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu

100%

d. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus (one day
publish)

100%

Meningkatnya akses peradilan
bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan

a .Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan

100%

a. Persentase perkara yang diselesaikan
di luar gedung pengadilan

100%

b. Persentase perkara permohonan
(volunteer) identitas hukum

90%

c. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)

90%

Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti (dieksekusi)

50%
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AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Tahun 2021
Capaian kinerja adalah hasil dari realisasi dibagi dengan target yang di inginkan oleh

karenanya target merupakan pembagi untuk memperoleh capaian yang maksimal
sesuai realisasi yang terjadi. Kadang satuan kerja terlalu tinggi dalam target yang
diinginkan apabila realisasinya ternyata lebih rendah maka capaian pasti tidak

maksimal

Tabel : 3
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Fakfak Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS ~ INDIKATORKINERJA  TARGET | REALISAS| ~CAPAIAN

(%)

1. Terwujudnya Proses a. Persentase sisa perkara 100 100 100
Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
Transparan dan Akuntabel

b. Persentase perkara yang

diselesaikan tepat waktu 100 90 90

c. Persentase penurunan 80 8 10
sisa perkara

d. Persentase Putusan Perkara
yang Tidak Mengajukan
Upaya Hukum :
T Banding 80 100 100
T Kasasi 100 99 99
T PK 100 100 100

e. Index Responden pencari
keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan 100 80 80

2. Peningkatan  Efektivitas a. Persentase salinan putusan
yang dikirim kepada para 100 100 100

Pengelolaan ‘
pihak

Penyelesaian Perkara

b. Persentase Perkara yang 3 0 0
diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara 100 100 100
yang dimohonkan Banding,
Kasasi dan PK yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu

d. Persentase putusan perkara 5 0 0
yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam
waktu 1 hari setelah putus
(one day publish)
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SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya akses a. Persentase perkara prodeo
peradilan bagi yang diselesaikan
masyarakat miskin dan b. Persentase perkara yang 90 100 100
o diselesaikan di luar gedung
terpinggirkan pengadilan
c. Persentase perkara 90 0 0
permohonan (volunteer)
identitas hukum
d. Persentase pencari keadilan 50 0 0
golongan tertentu yang
mendapat layanan bantuan
hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya kepatuhan Persentase putusan perkara 50 0 0
terhadap putusan perdata yang ditindaklanjuti
pengadilan (dieksekusi)
Catatan :
_ Realisasi o
* Capaian: “Target X 100%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran

strategis :
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Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan

dan Akuntabel

Dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti Transparan dan akuntabel perlu
di lihat sejauhmana perkara yang diterima oleh pengadilan agama fakfak telah
diselesaikan tepat waktu dan sisa perkara yang ditangani mengalami kenaikan /

penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel : 4
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi Caé)oz)lan
1. Terwujudnya Proseg a. Perseqtase siga perkara 100 100 100
Peradilan yang Pasti, yang diselesaikan
Transparan dan Akuntabel
b. Persentase perkara yang 100 9 9
diselesaikan tepat waktu
c. P.ersentase penurunan 80 8 10
sisa perkara
d. Persentase Putusan Perkara
yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum :
T PK 100 100 100
e.Index Responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan 100 80 80

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1 Indikator kinerja ke 1

Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa
perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di
tahun 2021.

21



Grafik 1
Capaian Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun
2019-2021

2019 2019 2021
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Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan
jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel : 5
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021
Jenis Sisa Perkara Sisa Perkara
Tahun Yang harus Yang Target Realisasi Capaian
Perkara . : : .
Diselesaikan Diselesaikan
Cerai Talak 4 4 4 4 100%
2019
Cerai Gugat 5 5 5 5 100%
Isbat Nikah 1 1 1 1 100%
2020 Cerai Talak 1 1 1 1 100%
Cerai Gugat 5 5 5 5 100%
Cerai Talak 5 5 5 5 100%
2021 Cerai Gugat 6 6 6 6 100%

Sisa perkara perdata tahun 2019 adalah sebanyak 6 perkara. Dari jumlah tersebut telah
diselesaikan semuanya di tahun 2021 , sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase
sisa perkara yang diselesaikan tahun 2021 sebesar 100%.
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Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka
waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima)
bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari
bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena
perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas
waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika
dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel : 6
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Cerai Talak 25 24 20 24 110%

Cerai Gugat 53 47 60 47 83%
2019

Isbat Nikah 16 16 20 16 90%

Dispensasi 1 1 1 1 100%

Nikah
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Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 178 perkara,
perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 189 perkara. Sehingga realisasi
persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 94,17% dan
capaiannya sebesar 94,17%. Jumlah persentase penyelesaian perkara tepat waktu
menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2019 sebesar 94,85%, dengan

demikian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,68%

(Analisa tercapai atau tidak tercapai)

Sasaran 17 Indikator kinerja ke 3
Presentase Penurunan Sisa Perkara

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara sisa tahun sebelumnya
dengan jumlah sisa perkara tahun sekarang

Tabel : 7
Persentase penurunan sisa Perkara

Tahun Sisa perkara Sisa perkara Target Sisa yang di Capaian

tahun tahun dapat (%)

sebelumnya sekarang

2019 10 6 5 4 0.8
2020 6 13 5 7 1,4
2021 13 11 5 2) 0.4

Berdasarkan jumlah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13 perkara maka pada
tahun ini jumlah menjadi 11 perkara sehingga realisasi 4% dan capaiannya juga 4% dari
target yang di harapkan

Sasaran 171 Indikator kinerja ke 4
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.
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Tabel : 8

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Perkara Perkgra
Tahun Plglzlt(j;a Men\;aaggkan I\\/I{:Ega}—tjdeﬁ Target | Realisasi| Capaian
Banding Banding
2019 105 1 104 100 104 104%
2020 129 0 129 100 129 129%
2021 178 0 178 100 178 178%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 178
perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 178 perkara. Persentase perkara
yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 178%, maka capaiannya
adalah sebesar 178%. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya karena perkara yang tidak
melakukan upaya hukum banding dengan yang telah putus prensentasennya tidak

mengalami kenaikan.

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel : 9
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Perkara
Perkara Yang .
Tahun FELETE Mengajukan eng T'dak Target |Realisasi | Capaian
Putus : Mengajukan
Kasasi :
Kasasi
2019 105 1 104 100 104 104%
2020 129 0 129 100 129 129%
2021 178 0 178 100 178 178%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak
178 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 178 perkara. Persentase perkara
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yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 178 %, maka capaiannya
adalah sebesar 178%. Jumlah ini sama dari tahun sebelumnya karena perkara tyang tidak
mengajukan upaya hukum kasasi masih lebih besar dari perkara yang mengajukan

upaya kasasi

(Analisa tercapai atau tidak tercapai)

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan
Kembali
Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang
sudah diputus.

Tabel :10
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali
Perkara
Perkara Yang :
Tahun HEALEIC Mengajukan Yang T'dak Target Realisasi Capaian
Putus Mengajukan
PK
PK
2019 105 0 105 100 105 105%
2020 129 0 129 100 129 | 129%
2021 178 0 178 100 178 - 178%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah
sebanyak 178 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 178 perkara.
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 178%,
maka capaiannya adalah sebesar 178%. Jumlah perkara yang mengajukan peninjauan

kembali pada tahun 2021 sama dengan tahun sebelumnya.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 5
Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

1 Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei
kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan
di PA Fakfak Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SurveiKepuasan
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Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6
dengan nilai konversi interval IKMI ndex harus O 80.

1 Hasil survei tentang pelayanan di Pengadilan Agama Fakfak cukup memuaskan dari
56 responden yang di berikan questioner. Survei ini telah dilaksanakan Januari s.d
Desember 2021.

Tabel : 11
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan
Tahun Jumlah Responden Target | Realisasi | Capaian
Survei
2019 75 70 75 100%
2020 56 75 56 75%
2021 60 80 60 75%

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 60 dengan capaian 75%

Sasaran 2
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel : 12
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Capaian

Indikator Kinerja
2019 2020 2021

Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak 89% 100% 100%

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi 20% 0% 9%

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi

0, 0, 0,
dan PK secara lengkap dan tepat waktu 100% 100% 100%

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus 0% 0% 1%
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Grafik 2
Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Tahun 2019-2021
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Sasaran 2 Indikator ke 1
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim
kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel : 13
Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2019-2021
Salinan
Jumlah L .
Tahun Putusan PUtusa.n. Target = Realisasi | Capaian
Yang Dikirim

2019 105 85 95 85 89

2020 129 103 100 103 100

2021 178 170 100 170 170

Jumlah putusan pada tahun 2021 adalah sebanyak 178 perkara dan jumlah salinan
putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 170 perkara, sehingga
realisasi dari indikator ini adalah sebesar 170, dengan capaian 100 %
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Sasaran 2 Indikator ke 2
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui
mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke

pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak

berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan

hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu
penyelesaiannya meliputi antara lain:

sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;

keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

permohonan pembatalan putusan arbitrase;

- o o O T

keberatan atas putusan Komisi Informasi;

penyelesaian perselisihan partai politik;

2 Q

sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

—

sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu

penyelesaiannya dalam ketentuan peraturanperundang-undangan;

2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atautergugat
yang telah dipanggil secara patut;

3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara
(intervensi);

4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan

perkawinan;
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5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar

pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di

pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang

ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel : 14

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2019-2021

Perkara |Perkara Yang
Tahun Di I:leklﬂgan Di Sﬁ';;ﬂili(an Target | Realisasi Cap())/z:i an
Mediasi Mediasi
2019 10 0 5 1 20
2020 24 0 5 0 0
2021 23 2 5 2 40

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 23 perkara

dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 2 perkara,

sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 2 dengan capaian 40 %.

Sasaran 2 Indikator ke 3
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara
Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang

mengajukan banding, kasasi dan PK.

Berkas perkara yang disebut lengkap adalah 1 dan tepat waktu jika 1 perkara

Tabel : 15

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan
Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Berkas Perkara Yang
Berkas Perkara . :
Yang Dimohonkan Dimohonkan Banding,
Tahun . . Kasasi Dan PK Secara Target Realisasi Capaian
Banding, Kasasi
D Lengkap Dan Tepat
an PK
Waktu
2019 1 1 1 1 100%
2020 1 1 1 1 100%
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2021 0 0 0 0 0

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak
1 perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap
dan tepat waktu adalah sebanyak 1 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 %

dan capaiannya 100 %

Sasaran 2 Indikator ke 4
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus dengan

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel : 16
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Putusan Perkara Yang
Putusan Perkara Menarik Perhatian
Yang Menarik Masyarakat Yang Dapat .. | Capaian

Tahun . . . Target | Realisasi

Perhatian Diakses Secara Online 9 %

Masyarakat Dalam Waktu 1 Hari

Setelah Putus

2019 0 0 1 0 0
2020 0 0 1 0 0
2021 1 1 1 1 100

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah
sebanyak 1 perkara dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 1 perkara,

maka realisasinya adalah sebesar 1 dan capaiannya 100
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Sasaran 3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Sasaran ini membandingakan presentase perkara yang dilaksanakan secara prodeo,
siding keliling, volunteer identitas hokum dan pelayanan melalui posbakum.untuk lebih
rincinya dapat dilihat pada table dibawah ini;

Tabel : 17
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Capaian
Indikator Kinerja

2019 2019 2021

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 100% 100%
Persent.ase perkara yang diselesaikan di luar gedung 100% 100% 100%
pengadilan

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum 100% 100% 100%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

0, 0, 0
mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) 0% 0% 100%

Capaian sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi

. . . 100% 100% 100%
Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan ° ° 0

Grafik 3
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tahun 2019-2021
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Sasaran 3 Indikator ke 1
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan
dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat
mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala
wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu
membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu
Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu
Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang
berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau
yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak
mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di
Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan

kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel : 18
Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan
Tahun IiunllIah Jumlah Perkara Prodeo Yang Target | Realisasi | Capaian
erkara Diselesaikan 9 P
Prodeo
2019 2 2 2 2 100%
2020 7 7 2 7 100%
2021 5 5 5 5 100%
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Tahun 2021 jumlah perkara prodeo sebanyak 5 perkara dan yang diselesaikan adalah
sebanyak 5 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 5 dan capaiannya 100%.

(Analisa tercapai atau tidak tercapai)

Sasaran 3 Indikator ke 2
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar
gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung
pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang
pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah
masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena
hambatan biaya, fisik atau geografis.

Tabel : 19
Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Jumlgtherkara Yang Jumlah Perkara Yang
Tahun _oenarusnya Diselesaikan Di Luar Target | Realisasi | Capaian
Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan
Gedung Pengadilan
2019 10 10 8 10 100%
2020 15 15 8 15 100%
2021 57 57 10 57 100%

Tahun 2021 jumlah perkara yang terima diluar gedung Pengadilan sebanyak 57 perkara
dan yang diselesaikan adalah sebanyak 57 perkara, maka realisasinya adalah sebesar
57 dan capaiannya 100 %.

Sasaran 3 Indikator ke 3
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Perkara permohonan (volunteer) identitas hukum makin bervariasi, yang lebih dominan
adalah perkara Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Fakfak tahun 2021. Ada 95
perkara yang diterima dan telah diputus. Jumlah ini telah melebihi target pada tahun
2021 sebanyak 20 perkara
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Sasaran 3 Indikator ke 4
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu
yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan
tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara
ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang
memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan
pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut pengadilan agama fakfak tidak memiliki Pagu
sejak tahun 2016 samapai 2019. Sehingga untuk merealisasikannya tidak dapat di ukur.
Oleh karena itu diharapkan pada tahun-tahun mendatang dana posbakum bisa diperoleh

pada DIPA pengadilan agama Fakfak.

Tabel : 20
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Poshakum)
. Jumlah Pencari Keadilan
Jumlah Pencari Gol Tertentu Y
Tahun Keadilan Golongan olongan tertentu yang Target Realisasi | Capaian
T Mendapat Layanan
ertentu
Bantuan Hukum
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 50 50 50 50 100%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 50 perkara dan yang
mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 50 perkara, maka realisasinya
adalah sebesar 50 dan capaiannya 100 %.

(Analisa tercapai atau tidak tercapai)

Pelayanan batuan hukum pada pengadilan agama fakfak dapat terlaksana dengan

adanya dana DIPA 2021 yang dperuntukan utnuk Posbakum.
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Sasaran 4
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel : 21
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Capaian
Indikator Kinerja

2019 | 2019 | 2021
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti 0% 0% 1%
(dieksekusi)

Grafik 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan PengadilanTahun 2019-2021
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B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Agama Fakfak tahun 2021 untuk DIPA 005.04 Dirjen Badan
Peradilan Agama adalah sebesar Rp. 70.932.000. Realisasi anggaran Pengadilan
Agama Fakfak per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. 70.929.200 atau sebesar
100%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran
Pengadilan Agama Fakfak pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Secara lebih jelas
terlihat dalam tabel berikut :

Tabel ; 22
Realisasi anggaran tahun 2019 - 2021

Anggaran Realisasi
No Tahun %
(Rp) (Rp)
1 2019 36.232.000 35.967.000 99,26%
2 2020 31.232.000 30.767.600 99,%
3 2021 70.932.000 70.929.200 100%

Realisasi sebesar Rp 70.929.200. merupakan biaya untuk mencapai
sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Realisasi %

No Sasaran Stategis
J (Rp) (Rp)

Terwujudnya Proses 70.932.000 70.929.200 100
1 Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel

Peningkatan Efektivitas 70.932.000 70.929.200 100
2 Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Meningkatnya akses 70.932.000 70.929.200 100
3 peradilan bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan

Meningkatnya kepatuhan 70.932.000 70.929.200 100
4 terhadap putusan
pengadilan

5. Meningkatnya kualitas 70.932.000 70.929.200 100
pelayanan dukungan
manajemen untuk
mendukung pelaksanaan
pelayanan prima
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\B IV

PENUTUP

SIMPULAN
SARAN



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) Pengadilan Agama Fakfak tahun
2021 menyajikan beberapa realisasi keberhasilan dalam pelaksanaan rencana
strategis Pengadilan Agama Fakfak tahun 2021. Beberapa realisasi strategis
tersebut tercermin dalam realisasi Indikator Kinerja Utama maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Fakfak
telah sesuai kebijakan Mahkamah Agung melalui KMA/O01/SK/I/1991 tanggal 24
Januari 1991 tentang pola Bindalmin dan surat Ketua Mahkamah Agung nomor
032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan. Selain itu Pengadilan Agama Fakfak dalam rangka
mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan telah melaksanakan
TUPOKSI nya yang berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan
telah terakreditasi dalam pelaksanaan kegiatan baik Bidang Administrasi Manajemen,
Administrasi Kepaniteraan dan Administrasi Kesekretariatan serta telah mencanagkan

pembangunan zona integritas.

B. Saran

Kebutuhan akan penambahan pegawai sangat diperlukan untuk menunjang
terlaksananya program kerja pengadilan agama fakfakserta penambahan alokasi

dana untuk memberikan sarana dan prasarana pelayanan yang prima.

agar perencanaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai target yang diinginkan
maka monitoring dan evaluasi perlu ditingkatkan. untuk mereviu kembali target-target
sesuai dengan realisasi yang terjadi ditahun 2021. Karna target dan realisasi menjadi

indicator untuk mendapatkan capaian yang maksimal.
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1. SK TIM PENYUSUN LKJIP



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pertama

i

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA FAKFAK
NOMOR: W25-A6/ 51 /0T.01.1/1/2022

TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LEjIP)
PENGADILAN AGAMA FARKFAK
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

a. Bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di
Pengadilan Agama Fakfak harus dapat dilaksanakan dengan haik
maka perlu dibentuk tim pengelola penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan Pengadilan Agama Fakfak;

b, Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai
Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Agama Fakfak tahun 2021;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhit dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor
14 Tahun 1985;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;

4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum sebagaimana diubah ferakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986;

5, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Kinerja Pemerintah.

6, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ngara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara mereviu atas laporan
kinerja;

MEMUTUSEAN

KEPUTUSAN EETUA PENGADILAN AGAMA FAKFAK TENTANG TIM
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN
AGAMA FAKFAK TAHUN 2021;

Menunjuk Tim Penyusunan tersebut sebagaimana dalam lampiran Surat
Keputusan ini;



Kedua

Ketiga

Keempat

Tugas dan tanggung jawab Tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintahan Pengadilan Agama Fakfak sebagai berikut :

a,

Mengumpulkan data-data TUPOKSI Pengadilan Agama Fakfak sebagai
bahan pelaporan LKjIF;

Meyesuikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Fakfak
tahun 2020-2024 dengan Indikator Kenerja Utama (IKU]) tahun 2021;
Memperhatikan kesesuaian Rencana Kerja Tahunan (RKT] dan
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) tahun 2021 dalam penyusunan
LKjIP;

Membuat analisis perkembangan dan/atau penurunan hasil capaian
kinerja dalam laporan LKjIP;

Membuat laporan LKjIP dengan akurat, efektif dan akuntahel;
Mengirimkan laporan LKjIP yang telah disusun kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dan Bepala Biro Perencanaan
organisasi dan Tata Laksana Mahkamah Agung RI;

Melaporkan pelaksanaan tugas penyusunan LKjIP kepada Ketua
Pengadilan Agama Fakfak;

Melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal
31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hati terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fakfak
" [Pada tanggal : 3 Januari 2022

Eetua,

bdul Rahman, S.H.I.,M.H.
NIP. 19770530 200704 1 001



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA FAKFAK

NOMOR : W25-46/ 51 /O0T.01.1/2/2022
TANGGAL : 3Januari 2022
NO NAMA / NIP GOL JABATAN TANGGUNJAWAB DALAM TIM
Abdul Rahman, S.H.I,M.H,
L | 197705302007 041001 k) B Rengarah
Wiryawan Arif, S.H1,M.H, - X
2. 196112072007 041001 III/d { Wakil Ketua Ketua Tim
Nasit Maswatu, S H.I . .
8 196506031967 031003 III/d | Panitera Sekretaris
Lilis Marwati Achmad, S.H. ¢ sre
4, 19771005 201101 2 004 III/c | Sekretaris Editing /Korektor Laporan
Marwah, S.H. Pengumpul dan Pengolah Data
5 119710212 2000122 001 gy Parmud ko 4 o e rnnlbaran
. . Anggota Pengumpul dan
Sarina Djontar . 3
6. 1977021’2 201408 2 001 II/a § Jurusita Pengol‘ah Data Bidang
Kepaniteraan
Gerzom Yoga Perdana, S.E. Ka.Sub:Bag. Pengumpul dan Pengolah Data
7. IIl/a | Kepegawaian dan Bidanse Kesekretariat
198903052019031004 ORTALA tdang Resekretariatan
g Muslim Amin, AMAAB, 1 Arsiparis Menjilid, Menggandakan dan
199807242020121003 i Pelaksana Mengarsipkan Laporan LKjIP
Menjilid, Menggandakan dan
9. | Rofi Febri Rushianto, 5.Kom. IlI/a i CPNS Mengupload Softcopy Laporan
LKjIP ke Wehsite

‘Abdul Rabman, S.H.I.,M.H.

NIP. 19770530 200704 1001




LAMPIRAN

2. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA FAKFAK
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REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA FAKFAK TAHUN 2021

LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

(Matriknya saja)

golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan

hukum (posbakum)

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Penanggung Persentase
jawab
Presentasi sisa perkara yang Hakim Majelis 100%
diselesaikan
Presentasi perkara yang diselesaikan| Hakim Majelis 95%
tepat waktu
1. Terwujudnya _ _ _ —
kepercayaan Penyelesaian Presentasi penurunan sisa perkara Hakim Majelis 80%
;?;seﬁrslg?;éﬁ:;?]adap E)rg:]kg:rﬁn(?aﬁastl, Presentasi yang tidak mengajukan Hakim Majelis
. 0
melalui proses akuntabel dan upaya hukum: _ 1885’
peradilan yang pasti, memenuhi rasa - Banding 1000/0
transparan dan keadilan. - Kasasi 0
akuntabel - Peninjauan Kembali
Indeks responden pencari keadilan Panitera 90%
yang puas terhadap layanan
peradilan
Persentase pendaftaran perkara Panitera 10%
melalui
Terwujudnya E-Court . .
2. penyederhanaan Presentase putusan yang menarik Panitera 5%
proses penanganan Kemudahan dalam perhatian masyarakat (seperti;
perkara melalui proses layanan ekonomi syariah) yang dapat diakses
pemanfaatan berperkara secara online dalam waktu 1 hari
teknologi informasi sejak di putus
Persentase penelusuran perkara Panitera 100%
dengan aplikasi SIPP
3. [Terwujudnya Meningkatnya Presentase perkara prodeo yang Hakim Majelis 100%
peningkatan akses akses diselesaikan
peradilan bagi peradilan bagi
masyarakat masyarakat
Presentase perkara yang Hakim Majelis 100%
diselesaikan di luar gedung
pengadilan
Presentase perkara permohonan Panitera 100%
4 miskin dan miskin dan (voluntair) identitas hukum
" terpinggirkan. terpinggirkan.
Presentase pencari keadilan Panitera 80%




Presentase isi putusan yang diterima Panitera 100%
oleh para pihak tepat waktu
Terwujudnya . —
pelayanan prima bagiMenciptakan P'resenta.lse perkara yang Hakim Mediasi 5%
masyarakat melalui kepuasan diselesaikan
Peningkatan masyarakat melalui mediasi :
pelayanan publik dan terhadap produk  Presentase berkas perkara yang Panitera 100%
jaminan proses peradilan dimohonkan banding, kasasi dan PK
peradilan yang adil yang diajukan secara legkap dan
tepat waktu
Persentase putusan yang Jurusita 100%
ditindaklanjuti
eksekusi
Persentase ketaatan terhadap Kasubag Ortala 100%
Peningkatan regulasi
Terwujudnya zona  kepercayaan Persentase loyalitas terhadap Kasubag Ortala 100%
integritas men uju masyarakat kebijakan pimpinan
WBK (wilayah bebas fterhadap badan :
korupsi) dan WBBM peradilan dengan Persentas'e perilaku yang Kasubag Ortala 100%
(wilayah Birokrasi ~ program mencerminkan
Bersih dan Melayani) pembangunan zona kode etika Aparatur
integritas Persentase putusan yang memenuhi Panitera 100%
kualifikasi one day one publish
Persentase putusan yang memenuhi Panitera 100%

kualifikasi one day one minutes
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4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2024
(Matriknya saja)






